SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENJUALAN/LELLANG BARANG MILIK NEGARA PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUMKABUPATEN TORAJA UTARA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penjualan/Lelang Barang Milik
Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja
Utara perlu menunjuk Pejabat Penjualan Lelang Barang
Milik Negara;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja
Utara Tentang Penunjukan Pejabat Penjualan/Lelang
Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Toraja Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang
Perbendaharan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah
dengan Undang Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum menjadi Undang Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27
Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27
Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016
tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan
Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016
tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindatanganan
Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1018) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
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Menetapkan

10.

165/PMK.06/2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Pemindatanganan Barang Milik
Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 1292);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21
Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
826);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023
tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 684);

Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor
881/RT.01.3-SD/05/2025 tanggal 12 Maret 2025, Perihal
Persetujuan Penjualan Barang Persediaan Pasca Pemilu
2024,

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMIS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
PENJUALAN/LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUMKABUPATEN TORAJA
UTARA.
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KESATU : Menetapkan Pejabat Penjualan/Lelang Barang Milik Negara
pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja

Utara sebagai berikut:

Biods, T S ongsy Jabatan Kedudukan
Golongan
Dian Mayasari Analis Pejabat
NIP. 198611032010122002 Data dan | Penjualan/Le
Pangkat : Penata Muda Tk.1 Informasi | lang Barang
Golongan : III/b Milik Negara
KEDUA : Tugas Pejabat Penjualan/Lelang Barang Milik Negara
sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU sebagai
berikut:

a. Meneliti dan Memeriksa Barang Milik Negara yang akan
dihapus;

b. Melaksanakan Tindak Lanjut Pelelangan oleh Pejabat yang
berwenang;

c. Hasil dari Pelelangan Barang Milik Negara dituangkan
kedalam Berita Acara Hasil Pelelangan dan disampaikan
kepada Kuasa Pengguna Anggaran;

d. Melaksanakan tugas-tugas lain sebagaimana diatur dalam
juklak pelelangan dengan pemanfaatan Barang Milik
Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Toraja Utara;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 14 April 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

ttd.

ISAK PAREANG
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

.

Rizky Melriani Tandi _
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